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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan penulisan skripsi dengan judul Pembuktian Pada 

Tahap Penyidikan Dalam Kasus Pembunuhan dapat disimpulkan:

1. Pengumpulan alat bukti dan barang bukti pada tahap penyidikan dalam 

kasus pembunuhan Sertu Santoso dengan nomor surat No. Pol: 

B/04/III/2013/Ditreskrimum, Laboratoris Kriminalistik, surat No.Pol: 

B/05/III/2013/Ditreskrimum dilakukan dengan menggunakan alat bukti 

surat, saksi, dan petunjuk sehingga penyidik yakin bahwa para pelaku 

pembunuhan adalah Diki dkk.

2. Kendala yang dialami pihak Kepolisian pada proses pengumpulan alat 

butki dan barang bukti dalam kasus pembunuhan Sertu Santoso karena 

tersangka telah meninggal dunia setelah dipindahkan dari tahanan Polda 

DIY ke tahanan LP Cebongan sehingga penyidik kekurangan alat bukti.

B. Saran

1. Kepolisian harus memberikan perlindungan kepada tersangka sebelum 

proses penyidikan selesai. Kepolisian selalu mendapatkan kendala 

dalam mengumpulkan alat bukti, terutama jika ingin melakukan Visum 

atau Otopsi terhadap jenasah pembunuhan karena tidak dapat ijin dari 
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keluarga korban, maka harus dibuat alternatif lain dalam mengumpulkan 

alat bukti fisik.

2. Kepolisian harus mempunyai fasilitas yang lebih memadai  dalam hal 

perlindungan saksi maupun korban, agar tidak ada korban yang timbul 

akibat kurang memadainya fasilitas dari pihak kepolisian itu sendiri.
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